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RINGKASAN
EKSEKUTIF

Terwujudnya tata Kelola dukungan kajian anggaran yang baik;
Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang
membentuk politik anggaran dewan;
Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang
mendukung perkembangan ilmu pengetahuan;
Terwujudnya kelembagaan Pusat Kajian Anggaran dalam pembinaan
jabatan fungsional Analis APBN yang professional.

Pengelolaan dukungan kajian anggaran yang baik. Pusat Kajian Anggaran
sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan diharuskan menjalankan
reformasi birokrasi. Agenda reformasi yang harus dilaksanakan oleh Pusat
Kajian Anggaran merupakan bagian dari Road Map Reformasi Birokrasi
Badan Keahlian DPR RI yang di dalamnya memuat agenda kegiatan yang
akan dilaksanakan, termasuk waktu dan nilai pencapaiannya.
Penyediaan produk Kajian APBN yang berkualitas dan tepat waktu.
Keberadaan Pusat Kajian Anggaran dibentuk untuk memberikan dukungan
keahlian kepada fungsi anggaran DPR RI. Untuk itu produk dukungan
fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk penyediaan analisis APBN yang
tetap waktu.
Penyediaan produk karya ilmiah APBN sebagai rujukan Produk karya ilmiah
APBN yang dihasilkan Pusat Kajian Anggaran kedepan diharapkan dapat
menjadi rujukan bagi Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi anggaran.

     Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tahun 2021, merupakan perwujudan
transparansi dan akuntabilitas Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta
penggunaan anggarannya. Selain itu, LAK ini merupakan wujud dari kinerja
dalam pencapaian visi dan misi Pusat Kajian Anggaran. Dalam melaksanakan
mandatnya, Pusat Kajian Anggaran telah menetapkan visi yaitu, “Menjadi
Organisasi Penyedia Kajian/Analisis APBN yang Profesional, Modern, dan
Terpercaya”. Dalam mencapai visi tersebut, Pusat Kajian Anggaran memiliki
tugas dan fungsi yaitu sebagai unsur pendukung pelaksanaan fungsi anggaran
DPR RI. Sementara Pusat Kajian Anggaran memiliki tujuan yang ingin dicapai
yaitu:

1.
2.

3.

4.

Berdasarkan tujuan di atas, maka ditetapkan Sasaran Strategis sebagai
berikut:

1.

2.

3.
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Peningkatan profesionalitas Analis APBN. Analis APBN dalam
menjalankan tugas dituntut mempunyai sikap yang profesional, untuk
meningkatkan profesionalitas tersebut maka Pusat Kajian Anggaran
perlu meningkatkan kemampuan Analis salah satunya dengan
melakukan kegiatan diklat- diklat yang bersifat tematik sesuai dengan
bidang kepakaran fungsional, agar mampu meningkatkan dukungan
keahlian kepada DPR RI.

Masa Pandemi Covid-19. Dalam kondisi pandemi covid-19, tata kerja di
Pusat Kajian Anggaran mengalami penyesuaian yang diatur dalam
Surat Edaran (SE) No. 15538/SE-SEKJEN/2021 tentang Penyesuaian
Kembali Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sumber Daya Manusia. Jumlah Analis APBN Pusat Kajian Anggaran
yang ideal sesuai dengan Analisa Beban Kerja adalah sebanyak 154
(seratus lima puluh empat) orang, sedangkan jumlah existing yang ada
saat ini 39 (tiga puluh delapan) Analis APBN. Jumlah tersebut diuraikan
sebagai berikut Analis APBN 22 (dua puluh dua) orang dan Analis APBN
PPNASN 16 (enam belas) orang, seharusnya Analis APBN seluruhnya
diisi oleh Analis APBN.
Sarana dan Prasarana Kerja. Untuk menjalankan tugas dan fungsi
secara efektif dan efisien harus didukung oleh kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana kerja yang memadai. Parameter yang dapat
digunakan antara lain, proporsi jumlah SDM yang ada dengan sarana
prasarana yang dibutuhkan, beban tugas, dan output yang dihasilkan.
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat ini antara lain komputer,
laptop dan printer berwarna, termasuk di dalamnya pemenuhan data
untuk kepentingan database.

1.
2.
3.
4.

Kendala/hambatan dan Langkah-langkah antisipasi yang telah dilakukan
untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut yang dihadapi Pusat Kajian
Anggaran antara lain:

1.

2.

3.

H A L A M A N  V IL A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A
P U S A T  K A J I A N  A N G G A R A N  2 0 2 1



Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang
tentang APBN dan rancangan undang undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama;
Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan
DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang
tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan
oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi
daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan,
dan agama; dan
Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan
perubahan atau pembentukan undang-undang

A. Gambaran Umum Pusat Kajian Anggaran 

  Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) menyatakan bahwa DPR RI memiliki fungsi
legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi tersebut dipertegas dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 69 Ayat 1
yang menyebutkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan.

  Melalui fungsi anggaran ini maka mempertegas kedudukan DPR RI untuk
membahas, termasuk mengubah RAPBN dan menetapkan APBN yang
ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR RI dalam hal
penetapan APBN menjadi sentral, hal tersebut dikarenakan apabila DPR RI
tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, maka Pemerintah
menjalankan APBN tahun yang lalu.

  Dalam menjalankan fungsi anggaran DPR RI mempunyai tugas dan
wewenang antara lain:

1.

2.

3.

4.
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BAB I
PENDAHULUAN



Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran; 
Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian
Anggaran;
Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi
di lingkungan Pusat Kajian Anggaran; 
Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian
anggaran;

  Dengan memperhatikan tugas pokok fungsi DPR RI tersebut diatas, maka
DPR RI membutuhkan supporting system yang mempunyai tugas dan
fungsi untuk mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Seiring
dengan perubahan organisasi sistem pendukung maka seluruh dukungan
keahlian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen)
DPR RI akan dilaksanakan oleh Badan Keahlian DPR RI untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Pada Badan
Keahlian DPR RI, pelaksanaan tugas dan fungsi untuk dukungan
pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan oleh Pusat Kajian
Anggaran.

 Pusat Kajian Anggaran mempunyai tugas mendukung kelancaran
pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang anggaran dalam
penyusunan dan penetapan anggaran. Bentuk dukungan Pusat Kajian
Anggaran meliputi penyediaan analisis dan referensi terkait APBN, analisis
ringkas cepat sesuai dengan permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)
dan Anggota DPR RI serta dukungan pendampingan kepada AKD.

B. Dasar Hukum Pembentukan Pusat Kajian Anggaran 
  Pusat Kajian Anggaran secara resmi terbentuk setelah disahkannya
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi
  Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal di atas, tugas Pusat Kajian
Anggaran adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan
tugas DPR RI di bidang perancangan APBN, adapun fungsinya adalah
sebagai berikut:
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 Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran; 
Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan, 
Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian
DPR RI.
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Tabel 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran
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D. Permasalahan yang dihadapi

1.  Permasalahan utama yang dihadapi Pusat Kajian Anggaran antara lain:

a.  Ketatalaksanaan
   Dalam kondisi pandemi Covid-19, tata kerja di Pusat Kajian Anggaran
mengalami penyesuaian yang diatur dalam Surat Edaran Seketaris
Jenderal DPR RI Nomor 15538/SE-SEKJEN/2021 tentang Penyesuaian
Kembali Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

b.  Sumber Daya Manusia
   Sumber daya Manusia Pusat Kajian Anggaran 44 (empat puluh empat)
orang, terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama 1 (satu) orang, Pengawas 1 (satu)
orang, Pelaksana 3 (tiga) orang, Analis APBN 22 (dua puluh dua) orang dan
17 (tujuh belas) orang Pegawai Analis APBN Non Fungsional/Pegawai
Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara/PPNASN, adapun rincian jenis
pegawai Pusat Kajian Anggaran dapat dilihat pada tabel 2.
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Tabel 2. Perbandingan SDM Pusat Kajian Anggaran



   Dilihat dari jumlah Sumber Daya Manusia di Pusat Kajian Anggaran
secara kuantitas belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan analisis
APBN kepada Dewan sehingga harus ditambah. Saat ini jumlah Analis
APBN sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, ini masih jauh dari jumlah
ideal, dimana kebutuhan jumlah ideal Analis APBN untuk jangka panjang
adalah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang. Tahun 2021 Pusat
Kajian Anggaran tidak menerima CPNS Analis APBN untuk itu diharapkan
setiap tahun Pusat Kajian Anggaran mendapatkan CPNS Analis APBN.

c. Anggaran Pusat Kajian Anggran Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada
tabel berikut :
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Tabel 3. Pendidikan SDM Pusat Kajian Anggaran

Tabel 4. Perbandingan Anggaran dan Pegawai



d.Sarana dan Prasarana Kerja 
  Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien harus
didukung oleh kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang
memadai. Parameter yang dapat digunakan antara lain, proporsi jumlah
SDM yang ada dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, beban tugas,
dan output yang dihasilkan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat
ini antara lain komputer, laptop dan tinta printer berwarna, termasuk di
dalamnya pemenuhan data untuk kepentingan database. 
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A.Ringkasan/Ikhtisar Penetapan Kinerja

  Tahun 2021 merupakan tahun ke-tujuh bagi Pusat Kajian Anggaran Badan
Keahlian Setjen DPR RI menjalankan tugas dan fungsinya. Hingga saat ini
Pusat Kajian Anggaran masih perlu melakukan pembenahan, karena di
satu sisi harus menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan
pelayanan keahlian kepada DPR RI secara optimal tetapi di sisi lain harus
terus menata kelembagaannya agar dapat mencapai visinya, “Menjadi
Organisasi Penyedia Kajian/Analisis APBN yang Profesional, Modern dan
Terpercaya.”

  Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, sebagai bagian dari proses
pencapaian akuntabilitas kinerja maka Pusat Kajian Anggaran perlu
menyusun rencana kerja sebagai panduan arah kebijakan, strategi, dan
target yang akan dicapai tahun 2022 serta kebutuhan penganggarannya.

 Rencana kerja disusun sebagai bagian dari proses kesinambungan
perencanaan strategis Pusat Kajian Anggaran sebagaimana telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keahlian DPR RI 2020-2024.
Selanjutnya dalam Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran akan
dijelaskan Arah Kebijakan, Strategi, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja.
Selanjutnya tema yang diangkat dalam rencana kerja Pusat Kajian
Anggaran Tahun 2021 adalah mempertajam Analisis Politik Anggaran
APBN.

  Dukungan kajian anggaran yang dilakukan harus menghasilkan kajian-
kajian APBN yang mampu memberikan rekomendasi bagi DPR RI dalam
memperbaiki sisi alokasi, distribusi dan stabilisasi APBN. Selanjutnya DPR
RI dapat memanfaatkan hasil-hasil analisis APBN tersebut dalam
menjalankan fungsi anggarannya. Output dari Kegiatan Penyusunan Kajian
Anggaran untuk tahun 2021 adalah analisis/referensi/laporan/brief APBN.
Adapun indikator kinerja diukur melalui: jumlah bahan kebijakan Pusat
Kajian Anggaran dan jumlah analisis/referensi/laporan APBN, target kinerja
Pusat Kajian Anggaran dapat dilihat pada tabel 5.

H A L A M A N  8L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A
P U S A T  K A J I A N  A N G G A R A N  2 0 2 1

BAB II
PERENCANAAN
DAN PENETAPAN KINERJA



Target kinerja utama (cascading) dari Bahan Kebijakan ditetapkan
sebanyak 4 (empat) laporan, yaitu; Rencana Kerja Tahunan, Rencana
Kerja dan Anggaran, Laporan Kinerja dan Dokumen kebijakan Lainnya.
Target kinerja utama (cascading) dari Target Analisis/ Referensi/
Laporan APBN adalah sebanyak 50 (lima puluh) produk yang terdiri dari
Jurnal, buletin APBN/ARC, Buku APBN, analisis, APBN, referensi,
sementara untuk target kinerja tambahan (noncascading) ditetapkan
48 (empat puluh delapan) output yaitu laporan pengumpulan data ke
daerah, Budget Issue Brief dan paket meeting Kopo.

Adapun target dari masing-masing indikator tersebut adalah:
1.

2.
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Tabel 5. Perencanaan Kerja Output Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021



 Pada Tahun 2021 ditetapkan output perumusan kebijakan sebanyak 4
(empat) output, dalam pelaksanaannya telah dihasilkan 4 (empat) output
bahan kebijakan Pusat Kajian. Dengan demikian pencapaian adalah 100
persen, adapun output yang dimaksudkan adalah: Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran, Laporan Kinerja dan Dokumen Kebijakan Lainnya, dan
untuk memudahkan pencapaian target maka untuk tahun 2021 disusun
Perencanaan Kerja (Renja) output per bulannya. 
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Tabel 6. Perencanaan Kerja Output Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021



H A L A M A N  1 1L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A
P U S A T  K A J I A N  A N G G A R A N  2 0 2 1

SOP Pusat Kajian Anggaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. SOP Pusat Kajian Anggaran



B. Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

  Penetapan Perjanjian Kinerja Pusat Kajian Anggaran sebagai program
strategis Pusat Kajian Anggaran akan direalisasikan pada akhir tahun 2021,
adapun perjanjian kerja Pusat Kajian Anggaran dapat dilihat pada tabel 8.
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Tabel 8.  Perjanjian Kinerja
Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021






  Untuk mendukung pelaksanaan Program Dukungan Keahlian Fungsi
Dewan, pada Tahun 2021 Pusat Kajian Anggaran menyusun berbagai
rencana kegiatan yang dituangkan dalam Kegiatan Penyusunan Kajian
Anggaran.Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran terbagi dalam dua sub
kegiatan yaitu: Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran dan
Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN.

A. Capaian Kinerja Organisasi

  Pada Tahun 2021 ditetapkan output utama Analisis sebanyak 50 output.
Dalam pelaksanaannya telah dihasilkan 50 output Kajian sehingga
pencapaian adalah 100 persen. Adapun output Penyusunan
analisis/referensi/laporan APBN yang terdiri dari:
1.    Buletin sebanyak 24:
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 9. Buletin APBN Tahun 2021
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2. Analisis dan infografis sebanyak 14 (empat belas):
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Tabel 10. Analisis APBN Tahun 2021





3. Buku sebanyak 5 (lima):
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Tabel 11. Buku Tahun 2021

4. Referensi sebanyak 5 (lima):

Tabel 12. Referensi Tahun 2021

5. Jurnal Budget APBN sebanyak 2 (dua):

Tabel 13. Jurnal Budget APBN Tahun 2021
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  Sementara untuk target kinerja tambahan (noncascading) berupa
penyelenggaran database pengumpulan data lapangan ke daerah dilakukan
21 (dua puluh satu) kegiatan/laporan sedangkan untuk kegiatan seminar
tidak dilakukan untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 14:

Tabel 14. Laporan Pengumpulan Data Tahun 2021
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Dalam kategori analisis juga dihasilkan Analisa Ringkas Cepat (ARC) yaitu
analisis yang sifatnya pendek dan membutuhkan penyelesaian dalam waktu
yang singkat, produk ini dibuat didasarkan pada permintaan. Jumlah Analisis
Ringkas Cepat (ARC) selama tahun 2021 dihasilkan sebanyak 16 (enam belas)
analisis dapat dilihat pada tabel 15. 

Tabel 15. Analisis Ringkas Cepat (ARC) Tahun 2021

 Terkait target dan realisasi kinerja tahun 2021, berikut disajikan
perbandingan perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan realisasi kinerja
tahun 2021, analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau
meningkat/menurunnya serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan juga
analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan
pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel 16:

Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
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Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 dan Realisasi 2021
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Biro Persidangan II;
Pusat Kajian Anggaran;

 Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat perbedaan target perjanjian
kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, akan tetapi target dapat dicapai 100
persen, target Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Kajian Anggaran tahun 2021
terkait meningkatnya kualitas analisis/laporan tentang APBN yang
dimanfaatkan oleh DPR RI tercapai 100%, sedangkan indeks kepuasan
Anggota DPR RI atas kualitas terbitan (buku, jurnal ilmiah, info singkat,
buletin APBN target 3.00% dan tercapai 3.20% sedangkan dari sisi
penyerapan anggaran target 90% dan tercapai 99,86 % jika dilihat target
melebihi hal tersebut dikarenakan Pusat Kajian Anggaran selalu
melakukan evaluasi kegiatan.

6. Capaian Zona Integritas
 Zona integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi
pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk
mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal
pencegahan korupsi dan peningkatkan kualitas pelayanan public.
 Penilaian predikat tersebut dilakukan oleh KemenPAN & RB yang
berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah.
 Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dan juga sebagai upaya untuk
mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No.
208/SEKJEN/2021 Tanggal 15 Januari 2021. Unit kerja yang diusulkan ada 5
(lima) yaitu:

1.
2.







Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; 
Biro Kesekretariatan Pimpinan
Pusat Perancangan Peraturan Perundang-undangan

1.
2.
3.
4.
5.

  Dari 5 (lima) unit tersebut, Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran
berhasil meraih penghargaan zona integritas sebagai unit kerja
berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Biro
Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran berhasil memenuhi enam era
perubahan program Reformasi Birokrasi dan pencegahan KKN pada unit
kerja meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan
manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan
pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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Gambar 1.  Acara virtual apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas
oleh KemenPAN-RB

B. Realisasi Anggaran

 Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran
selama tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp5.023.053.000,- yang
terdiri dari: Anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan sebesar
Rp2.404.727.000,- dan anggaran kegiatan Penyusunan dan Pengembangan
Analisis/Referensi/Laporan APBN sebesar Rp2.618.326.000,- Adapun
realisasinya adalah sebesar Rp5.015.974.350 atau mencapai 99,86 persen
rincian lebih lanjut dijelaskan pada sub-sub bagian berikut.



Realisasi Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan. Anggaran kegiatan
Perumusan Kebijakan dialokasikan sebesar Rp2.404.727.000,- tetapi
dalam pelaksanaannya yang terealisasi sebesar Rp2.401.679.750,- 
Realisasi Anggaran Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan
Analisis/Referensi/Laporan APBN. Anggaran kegiatan Penyusunan dan
Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN dialokasikan sebesar
Rp2.618.326.000,- tetapi dalam pelaksanaannya yang terealisasi sebesar
Rp2.614.294.600,-

1.

2.
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Tabel 18. Perbandingan Penyerapan DIPA TA. 2020 dan 2021

Tabel 19. Sasaran dan Realisasi



A. Kesimpulan

  Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan pertanggungjawaban kinerja Pusat
Kajian Anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang ditetapkan
pada tahun 2021. Disamping itu, juga mencerminkan sejauh mana Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah
diimplementasikan. 

 Tahun 2021 Pusat Kajian Anggaran melaksanakan 2 (dua) program yaitu:
(1) Perumusan Kebijakan; dan (2) Penyusunan dan Pengembangan
Analisis/Referensi/Laporan APBN. Secara umum, kinerja Pusat Kajian
Anggaran telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian
kinerja sebesar 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 99,86%.
 Sementara itu, permasalahan yang ada di Pusat Kajian Anggaran masih
hampir sama pada tiap tahunnya. Pada aspek sumber daya manusia untuk
jangka panjang secara keseluruhan masih kurang jumlah yang ideal
berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah sebanyak 154 (seratus lima puluh
empat) Analis APBN. Dengan jumlah yang ideal diharapkan pelayanan di
bidang anggaran kepada Anggota Dewan dapat lebih maksimal, jumlah
tersebut akan lebih ideal kalau tercukupi dengan Pegawai Negeri Sipil.

 Untuk mendukung pelaksanaan tugas pada aspek sarana dan prasarana
kerja, permasalahan mendasar adalah kurangnya sarana kerja seperti
komputer/laptop, printer, tinta printer berwarna termasuk didalamnya
pemenuhan akses data untuk kepentingan database.

.
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BAB IV
PENUTUP



Diharapkan adanya dukungan dari Kepala Badan Keahlian Dewan dan
Sekjen DPR RI dalam hal Penambahan pegawai Calon Pegawai Negeri
Sipil;
Diharapkan adanya dukungan dari Sekjen DPR RI dalam hal
penambahan anggaran;
Diharapkan adanya dukungan dari Sekjen DPR RI sarana kerja seperti
komputer/laptop, printer dan tinta printer berwana,  selain itu
diperlukan juga akses data untuk keperluan Analis APBN. 
Untuk meningkatkan Kompetensi Analis APBN, perlu dilaksanakan
Pendidikan dan Pelatihan ToT dan ToF, Ekonometri dan Keuangan
Negara, Penyusunan Infografis atau Design grafis, Pelatihan Regulatory
Impact Assessment, Goverment Spending Analysis, Performance Based
Budgeting and Buget Planning, Public Expenditure Review, Pelatihan
Struktural Equation Model (SEM), Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah
Populer.

B. Rekomendasi

  Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai
pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dan
eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut evaluasi. Keberhasilan Pusat
Kajian Anggaran dalam mencapai target kinerja yang mendekati target
kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021
merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 

  Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak
pada Pusat Kajian Anggaran untuk bekerja sama mewujudkan target
kinerja, mengingat kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI tidak menjadi
tanggung jawab Sekretariat Jenderal saja melainkan satu gabungan
kontribusi dari semua pihak yang terkait.

 Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Pusat Kajian Anggaran harus terus
ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, dan hal ini merupakan
tantangan bagi Pusat Kajian Anggaran untuk bisa menjadi lebih baik.
Untuk itu, langkah-langkah antisipatif perlu dilakukan antara lain: 

1.

2.

3.

4.

 Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara
transparan kepada seluruh pihak yang terkait, atas pelaksanaan tugas dan
fungsi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI,
sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja Analis
APBN dan pada organisasi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen
DPR RI.
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LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
PUSAT KAJIAN ANGGARAN
TAHUN 2021


